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Abstraksi

	Terhadap kasus sengketa pembagian tanah bagian gono gini berdasar Putusan Pengadilan No. 440/Pdt.G/2018/PA.Smd, didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.“ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.



Pengantar

Rumah tangga adalah tempat yang pertama dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali jika rumah tangga ini baik, dan masyarakat tidak akan rusak kecuali rumah tangga ini rusak. Rumah tangga adalah hubungan jiwa dengan jiwa, hubungan ketentraman dan ketenangan, hubungan kasih dan sayang, hubungan saling menutupi rahasia, memberikan keindahan dan apapun yang mencerminkan kecintaan yang bisa dirasakan manusia.

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Setiap orang berkeluarga ada dua hal yang sangat didambakannya, yaitu keturunan dan harta yang halal yang akan didapatkan, karena anak menjadi cahaya dan harta menjadi tujuan hidupnya.
 Pada dasarnya dalam rumah tangga sangat dibutuhkan yang namanya harta. Menurut Faruqi‟s Law Dictionary (1991), harta adalah sesuatu benda, kekayaan atau keperluan hidup.

Harta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang menggiurkan, serta sangat rentan dalam menciptakan masalah-masalah, seperti saat ini problematika mengenai harta merupakan sesuatu yang tidak tabu lagi dikalangan masyarakat khususnya Indonesia.

Harta memang sesuatu yang sangat penting bagi manusia, harta mutlak diperlukan manusia karena dengan harta itulah manusia akan dihormati, dengan harta juga manusia bisa makan dan memberi makan anak dan istri, dengan harta juga manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan didunia dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan sampai ada orang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, diantaranya dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Terdapat berbagai tipe harta, mulai dari harta bawaan mereka masing-masing, harta hadiah yang mereka dapatkan dan yang pasti terdapat harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri, terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak antara keduanya.

Berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, harta benda perkawinan itu meliputi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, yaitu harta yang berada dibawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain.

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan yang sampai akhirnya terjadi perceraian, hingga terjadi diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidakseimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami istri.

Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua (½) untuk suami dan seperdua (½) untuk istri.

Terdapatnya ketidakjelasan dalam pembagian harta bersama yang diatur di Indonesia apabila terdapat suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama. Sedangkan suami hanya bersifat membantu. Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung kerja lebih lama dan tidak dihargai sebagai domestic worker.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tidak semua perkawinan berjalan mulus, yang mana terjadi ketidakcocokkan antara pasangan suami istri sehingga terjadi perceraian. Selanjutnya setelah perceraian adapula yang menikah untuk kedua kalinya dengan orang lain. Hal ini bisa saja terjadi perselisihan pembagian harta antara bekas istri dengan istri kedua dikarenakan mereka memiliki keturunan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, sehingga penulis memilih judul,” TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA PEMBAGIAN TANAH BAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH ADANYA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN KEDUA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 440/PDT.G/2018/PA.SMD).”

Optimalisasi Peran Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Bagian Harta Gono Gini Setelah Adanya Perceraian dan Perkawinan Kedua Berdasar Putusan No. 440/Pdt.G/2018/PA.Smd
Terhadap putusan yang akan diambil, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Setelah terjadi perceraian MASJKUR BIN MASRAN menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NUR ASIAH BINTI KAMRAN (Penggugat), pernikahan tersebut pada tanggal 03 Desember 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama, NIA NUR HAFIYAH BINTI MASJKUR, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2010, selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian. Pada hari minggu tanggal 17 Januari 2010 yang lalu, MASJKUR BIN MASRAN meninggal dunia karena sakit, kemudian KHAIRIAH BINTI SARUJI yaitu isteri almarhum MASJKUR BIN MASRAN, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;

b. Semasa hidup almarhum MASJKUR BIN MASRAN tidak pernah meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

c. Kedua orang tua Almarhum MASJKUR BIN MASRAN yaitu (Ayah) MASRAN BIN ABDULLAH telah meninggal dunia karena sakit dan (Ibu) HAMISYAH BINTI MUHAMMAD juga telah meninggal dunia karena sakit;

d. Harta bersama yang ditinggalkan almarhum MASJKUR BIN MASRAN belum pernah di bagikan kepada ahli warisnya hingga sampai saat ini;
e. Harta tersebut sebagaimana pada poin 3 di atas masih dalam penguasaan para Tergugat padahal surat-suratnya/ Sertifikat Tanah tersebut sekarang masih diamankan dan disimpan oleh Penggugat, namun pada poin 3 pada bagian (b dan c) harta tersebut sudah dijual para Tergugat kepada HJ. MARIANI (TURUT TERGUGAT) sebagai pembelinya, penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat mendapatkan informasi kalau para Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, padahal Sertifikat tersebut masih disimpan dan diamankan oleh Penggugat sedang Sertifikat lama dianggap hilang oleh para Tergugat dengan dasar itulah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda telah mengeluarkan lagi Sertifikat yang terbaru;

f. Penggugat sudah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar persoalan mengenai pembagian harta warisan dari almarhum MASJKUR BIN MASRAN diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan bagian masing-masing, dan juga Penggugat bukan menginginkan untuk mau mendapatkan bagian ataupun mau menguasai harta tersebut akan tetapi Penggugat masih ada tanggungan untuk memelihara dan membesarkan anak yatim yang masih dibawah umur yaitu anak almarhum dari pernikahan dengan Penggugat, namun untuk melakukan pendekatan tersebut kepada para Tergugat tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda guna mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat sebagian telah memberikan pengakuan murni atas dalil Gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil yang dibantah Tergugat ;

Untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-16 serta 2 orang saksi;

Bukti P-1 sampai P-16 dibuat oleh yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Keterangan kedua saksi Penggugat adalah sebagian fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri /tidak dialami sendiri hanya informasi dari Panggugat karenanya tidak menguatkan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T-I, T-2, serta 3 orang saksi;

Bukti P-1 sampai P-16 dibuat oleh yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Ketiga saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Keterangan kedua saksi Tergugat adalah sebagian fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri /tidak dialami sendiri dan tidak mengetahui faktanya yang sebenarnya karenanya tidak menguatkan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memutuskan:

M E N G A D I L I:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Kesimpulan
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memutuskan:

M E N G A D I L I:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Putusan Pengadilan No. 440/Pdt.G/2018/PA.Smd, sudah tepat dikarenakan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.“ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
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